LEMBARAN DAERAH

PROPINS! DAERAH TINGKAT | BALl
NOMOR : 123 TAHUN : 1977. SERI D. NO.: 120

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NO. 5 TAHUN 1977.

TENTANG

MERUBAH KEDUA KALI PERATURAN DAERAH TINGKAT 1 BALI
TENTANG PENDIRIAN BANK PEMBANGUNAN

DAERAH BALI
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.
GUBERNUR KUPALA DAERAH TINGKAT I BALI

Menimbang : bahwa berbubung dengan

2. Bank Pembanpunan Daerah Bali telah berhasil menghim-
pun modal melempaui ketentuan modal dasar sebagaimana
ditetapkan dalam peraturan pendiriannya. ;

I+ ketenfjran - ketentuan dan penjelasan Meateri Dalam Ne-
geri sebagai termakiub didalam keputusan Menteri Dalam
Mgeari No. 234 Tuhen 1676 teatang pedoman ketentuan -

ketentuan tentang status pengangkatan, pemberhentian,
perghusilan Dewan Pengawas dan Direksi Bank Pembangu-
nan Daerah, ketentuan - ketentuan pokok kepegawaian
Bank Pembangunan Daerah dan Peraturan Gaji Pegawai
Bank Pembangunan Daerah dan surat Menteri Dalam
Megeri tanggal 22 Maret 1976 No. EKON. 5/5/34 me-
ngenai status Bank Pembangunan Daersh ;

maka dipandang perlo mesrbah untuk kedua kalinya Pe-
raturan Daerah Tingkat T Bali tentanp pendirian Bank
Pembangunan Dacrsh Bali ;
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Mengingat : 1. Undang - Undang No. 5 Tahun 1974 tentung Pokok -

Pokok Pemerintahan Daerah.

2. Undang - Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok -
Pokok Perbankan:

3. Undang - Undang Ne. 13 Tabun 1962 teatang ketemtuan
ketentuan Pokok Bank Pembangun Dacran.

Dengan persetvjuan Dewan Perwakiizn Rakyat Dacrah Pro-

pinsl Daeral Tirgkat | Bali, pada Larggal 23, 25, 28, dan

30 Juni 1977.

MEMUTUSEK AN :

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat T Bali tentang
merubah kedua kaliaya Peraturan Daerah Tingkat 1 Bali ten-
tang pendirian Bamk Pembangunan Puacrah Bali,

Pasal |

Peraturan Daerah Tingkat I Bali tanggal 9 Pebruari 1965

No. 6/DPRD.GR/1965 lentang perdirian Bank Pembangunan

Daerah Bali yang diundangkan dalam Lembavan Dacrah Pro-

pinsi Bali No. 7 Tahun 1970 yang ielah divbah pertoma kali

dengan Peraturan Dacrah Tingkat T Bali tanggral 21 Dosember

1973 No. 3/PD/BPRD 1973 diundangkan dalam Lembaran

Dacrah Propinsi Bali No. [44 Tahun 1974 diubah lagi sebagai

berikut

a. Pasal 2 ayat (2) hewuf b : diubah dan dibaca sebagai be-
rikjut.

"Kepala Daerah : jalah Gubernur Kepula Dacrah Tingkat
I Bali",

b. Pasal 2 ayat (2} huruf ¢ : digbah dan dibaca sebagai
berikut
"DPRD : ialah Dewan Perwukilan Rakyat Dueral Pro
pinsi Duerah Tingkat 1 Bali”.

c. Pasal 8 ayat (1) : diubah dan dibaca sebagai besikut,
"Modal Dasar Bank berjumlah Rp. 1.000.000.000,— (<atu
milyar rupish) nominal".

Dari saham itu diambil dan disetor penuh oleh

— Pemerintah Propinsi Dacrah Tirgkat T Bali 2277 sa-
ham a Rp. 100.000,— = Rp. 227.700.000,— (siua
ratus dua puluh tujuh juta gepiak),

~— Pemeriniali Kabupaten Daerah Tingkat 11 3087 suhom
a Rp. 100.000,— = Rp. 308.700.000,— (tiga ratus
delapan juta tujub ratus ribu rupiah).
saham - saham lairmya skan dikewarkan oleh Kepala
Daerah dan Direktur utama menurut kebetuhan akan
modal kerja dengan mengindahkan keteatuan - ketemuan
yang tercantum  dalam Peraturan Daerah ini dan de-
ngan ketentuan bahwa penjualan saham ito tidak de-
ngan harga dibawah pari”,
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m.

Pasal 9 ayat (1) : diuvbah dan dibaca sebagai berikut ;
"Saham saham dikeluarkan atas nama dam didaftarkan atas
aama pemiliknya dan ditanda tangani oleh Kepala Daerah
dan Direkiur Utama®™.

Puasal 10 ayat (13 : divbah dan dibaca sebagai berikut.
"Sakam - sahem hanya dapat dimliki oleh Propinsi Dae-
rah Tingkat 1 Bali dun Kabupaten Daerah Tingkat 11 da-
Tam wilayahrya™,

Posal [0 o at (2) : dibhapus,

Dengan penghapusan pasal 10 ayat (2) maka

Pasal 10 ayat (3) lama menjadi pasal 10 ayat (2) bam.
Pasal 10 ayal {4) lama merjadi pasal 10 ayat {3) barmu,
Pasal 10 ayat (5) lema menjadi pasal 10 ayat (4) baru :
Pasal 11 ayat (1) : divbah dan dipaca scbagai berikut :
“Bantk sehari hari dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri
dari secrane Direkiur Utama dan dibantu olen sebanyak
banvakny dia orang Direktur yang bertanggung jawab
atas bidanonya masing nasing dibawah pimpinan Umum
Bewan Pongaws.

Pasal 22 ayat (3) : Antara kata "diwajibkan” dan kata
TPegtangmeagan” dizsicipkan kata 'mem be ri k a n".
Pasal 22 a at (4) : diubah dan dibaca sebapgai berikut
"Pegawani termaksud ayat (3) tidak perlu mengirimkan per
targcungan jawab mengenai card menpurustiya  kepada

" Badan dimaksud ayat (30 Tuntutan terhadap pegawai ter-

sebul dilakukan menunun ketentuam yang ditetapkan bagi
pooawal Bendaharawan Daerah™.

Pasal 23 ayat (1} dan ayat (2) dihapus dan diganti dengan
pacal 23 (barn) dengan rumusan sebagai berikut :
"Fenghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Bank Pemba-
vpunan Daerah dan Peraturan Gaji Pegawai Bank Pem-
Banpunan Dacrah diatur oleh Direksi dan Kepala Daersh
sespad deagan pddeman Menterd Dalam Negeri”

Pasfal 28 ayat (23 dirubah dan dibaca sebagai berikut :
“Laba atas ssham dimasukkan ke dalam Dana Pembangu-
aan Daerah pemilik saham™

Kata "Dacrah Tingkat 17 pada

— pasul 2 oavat (23 hurf o

-— Pasal 4

— pasal 17 hurei c.

idibaca "Propinsi Dacrah Tingkat [”

Kala “Kepala Dacrah Tingkat 1/Kepala Daerah Tingkat
I Bali” pada :
— Pasal 11 ayat (2)
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— Pasal 14 ayaL (2)
— Pasal 30
dibaca : “Kepala Dacrah”
o. Kata "Presiden Direktur” pada
— Pasal 11 ayat (2)
— pasal 20 ayat (1)
dibaca : "Direktur Utama.
p. Kata "Badan Pengawas” pada :
— pasal 14 ayal (37
— pasal 16 ayat (1) dan ayw (3)
— pasal 17
— pagal 20 ayat (1)
— pasal 21 ayat (1) s/d ayat (4.
— pasal 22 ayat (1),
— pasal 25 ayat (1) s/d ayat (3),
— pasal 26 ayat (1),
— pasal 27 ayat (1) dan ayat (3).
— pasal 28 ayat (1) dan ayat (3).
— dibaca : “Dewan Pengawas’.
q. Kata "Saham prioriteit. saham biasa dan sahom lainnya’
pada :
— pasal 19 ayat (1),
— pasal 19 ayat (2).
— pasal 28 ayat (1).
— dibaca ; "Saham"
r. Kata - kata "Pemerintah Daerah Tingkat 1" pada pasal 2
ayat (2) huruf a.
Kata : "Lembaran Daerah Tingkat 1 Bali® pada pagal 7
ayat {5).
Kata : "Dana Pembangunan Daerah Timgkat 1 Bali” pa-
da pasal 28 ayat (1).
Kata : "Peraturan Daerah Tinghot [ pada pusal 29 ayat
(1) bertumit - turut dibacn,
— "Pemerintah Dacrah Propinsi Daerah Tingkat T Bali®
— "Lembaran Daerah Propinsi Dacrah Tingkat T Bali®
— "Dana Pembamgunan Propinsi [aerah Tingkat [ Bali"
— "Peraturan Dacrah Propinsi Daersh Tingkat 1 Bali®

Pasal TI
Peraturan Daerah ini mwulai berlaku sejuk pengunda-
mgannya dalam lembaran Daerah Propinsi Duerah Tingkat I
Bali,
Denpasar, 30 Juni 1977

Dewan Perwakilan Rakyat Duerah Gubernur Kepala Daerah Tingkat [

Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Bali.
Ketua,
tt d. tt d.
( 1 GUSTI NGURAH PARTHA ) (SOEKARMEN)
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DISAHKAN
Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tgl. 20 Des. 1977 No. Pem. 10/64/14 467
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinazn Pemerintshan Daerah
t, . d.

{ DRS. H. SOEMARNO )

Diurdangkan dalam Lembaran Dacrah
Propinsi Dacrah Tingkat 1 Bali
MNo. : 123 tangeal : 22 Dasember Tahur 1977
Seri : D No. : 120.
Sekretaris Wilayah / Daerzh Tingkat 1 Bali,
t. t d.
{ DRS. SEMBAH SUBHAKTI )

NIP. 010023939,




PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 BALI
NO. : 5 TAHUN 1977.

TENTANG

MERUBAH KEDUA KALI PERATURAN DAERAH TINGKAT I BALI

IL

TENTANG PENDIRIAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

UMU M.

Dalam rangka lebih meningkatkan osufRa pengembangan Bank
Pembangunan Daergh sebagai salah satu Lembaga Keuangan Daersh, ma-
ka Pemerintah Pusat Cq. Menteri Dalam MNegeri telah menggariskan bebe-
rapa kebijaksanaan baru sebagai termaktub didalam surat Menteri Dalam
Negeri tanggal 22 Maret 1976 Nomor EKON 5/5/34, perihal status Bank
Pembangunan Daerah dan Yeputusan Menteri Dalam Meperi tanggal 30
September 1976 Nomer : 234 Tahun 1576 tlentang Pedoman ketentuan
ketentuan tentang status. pengangkatan, pemberhentian, penghasilan Dewan
Pengawas dan Direksi Bank Pembanpunan Daersh, ketentuan - ketentuan
pokok kepegawaian Bamk Pembangunan Daerah dan Peraturan Gaji Pe-
gawai Bank Pembangunan Daerah.

Kebijaksanaan  kebijaksanasn tersebut perlu dilaksanakan da-
lam rangka pengembangan Bark Pembangunan Daersh Bali bardasarkan
azas - azas oMonomi perusahaan yang schat,

Disamping itu, hal lajn yang penting dalam rangka pengemba-
ngan Bank Pembanguran Dacrah Bali adalah sampai akhir tahun 1976
Bank Pembangunan Dacrah Bali telah berhesil menghimpun modal me-
lampaui ketentuan modal Dasar schagaimana ditetapkan dalam Peraturan
Daerah Tingkat 1 Bali Nomer : 6/PD/DPRD/1973 tentanz perubahan
pertama kali Peraturan Duerah Tingkat | Bali Nomer : 6/DPRD-GR /1965
tentang pendirian Bank Pembangusnan Daerah Bali,

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka perlulah merubah
untuk kedua kalinya Peraturan Daerah Tingkat T Bali Nomer 6/DPRD-
GR/1965 tentang pendirian Bank Pembangunan Daceeh Bali,

Pasal demi pasal

Pasal T huruf a dan b : Pewbahan istilah menyesuaikan  dengan
Undang - undang Nomer 5 Tahun 1974 ten-
tang Pokok - Pokok Pemerintahan di Dae-
rah.

Pasal I huruf ¢ :  Perubahan ini sejalan dengan maksud kepu-

tusan Menteri Keuangan R.I. tangeal 12 A-
gustus 1974 Nomer Kep. 614/MK/11/8/1971
untuk menychatkan keadaan : Bank - Bank
Swasta Nasional khwsusnya dalom permoda-
lan. Dengan modal yang lebih besar Bank
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Pasal T huref d

Pazal I huruf o

Pasal I huraf §
Pasal I huruf g
Pasal T huruf h

Pasal, I‘I “huruf i
Pasal T huruf j
Pasal T huorof k

Pasal I huruf ]

Pasal T huruf m

Pasal I huruf n

Pasal. I huruf o
Pasal I huruf .p
Pasal 1 huruf g
Pasal I huruf r

akan dapat menyesuaikan dirinya sesuai de-
mgan fungsinya sebagai Bank Pembangunan.
Dengan telah dibelinya saham - saham swas-
ta oleh Pemerintah Daerah nominsl sahem
yang schelumnya o Rp 25.000,— umtuk sa-
ham prioriteit dan Rp 10.000,— untuk sa-
ham biasa, maka dengan Peraturan  Daerah
ini ditetapkan menjadi Rp 100.000.— unturk
tiap gnham, schingea dengan demikian admi-
mistrasi saham akun lebih efisien,

Berhubuag coham - saham seluruhnya dimi-
liki oleh Pemerictah Propinsi Daerah Ting-
kat T Bali dan Kubupaten Dacrah Tingkat IT,
maka istilah saham prioriteit dan saham bia-
sa dihapus.

Sesuai dengan petunjuk Menteri Dalam Ne-
gerk, saham - sabam hapya dapat dhimiliki Pe-
merintah Daerah (Propinsi Daerah Tingkat I
/ Kabubaten Daerah Tingkat 1D).

Saham - sabom swasta yang ada, dibeli oleh
Pemerintah Daerah.

Cukup jelas,

Cukup jelas.

Istilah "Presiden Dirchius™  diganti  Jdengan
"Direktur Utama™ dan istilah "Badan Penga-
was” diganti dengan "Dewan Penpawas” se-
sual dengan keputusan Menteri Dalam Nege-
ri Nomer : 234 Tahun 1976,

Cukup jeios,

Rumusan dirubah agar lehih jelas/tegas.
Rumusan ini menyesuaikan dengan keputusan
Momteri Dalam Negeri Nomer 234 Tahup
1976,

Cukup jelas,

(Periksa Pasal 1 huraf e)

Perpsahaan  istilah  mesyesuaikan  dengan
Unilang - Undang Nomer:5 Tahun 1974 ten-
tang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah.
Cukup jolus.

(Perikse pasal T humaf a),

Periksa penjelasan pasal 1 huruf h.

Periksa penjelasan pagal 1 hurof h.

Periksa penjelasan pasal I hunuf d,
Perubahan istilah menyesuaikan dengan Un-
datg - Undang Nomer 5 Tohun 1974 teptang
Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah.
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